
PERATURAN DAEllAH KABUPATEN TOBA S AMO.Sill

16 TAHUN 2002NO MO 11

TENTANG

RET RIB USIIZIN USAHA INDUSTRI,
PERDAGANGAN DAN GUDANG

DENGAN RAliMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATITOBA S AMO SIR

Menimbcng a. baliwa dengan pelimpahan kevvenangan dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Kabupalen/Kota di bidang industri dan perclagangan sesuni
dengan tuntutan Otoncmi Daerah, perlu dilaliukari pembinaan,
pengawasan, pengendulian dan pengaturan Ueaha Industri , Perdagiuigau
dan Gudang ir.elului pemberian izin usaha;

b. baliwa seiiubuugan dengan rriaksud tersebut di atas, dapat dipungm
Retribusi alas pemberian Izin Usaha;

c. baliwa irntuk inaksud tersebui di alas, perlu ditetapkan Peraturan Daerali.

Mengingat 1. Undang- undang Nomor 8 Taliun 1981 tentang Hukuin Acara Pidana
(Lembaran Negara Taliun 1981 Nomor 76, Tiunbalian Lembaran Negara
Noiiior 3209);

2. Undang- undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerali, yang telah dirubah .dengan Undang-undang Nomor 34
Taliun 2000 tentang Perubalian Undang-undang Nomor 18 Taliun 1997
tentang Pajak Daerali dan Retribusi Daerali;

3. Undang- undang Nornor 12 Taliun 1998 tentang Peunbentukan Kabupaten
Daerali Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerali Tingkal II
Mandailing Natal (Lembaran Negara Nomor 188. Taliun 1998, Tambahnii
Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemeriatalian Daerali
(Lembaran Negara Taliun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

5. Undang- undang Nomor 25 Taliun 1999 tentang Perimbangan Keuungan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Nomor 72 Taliun
1999);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Taliun 1986 tentang Kewemmgan
Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri;

7. Peraturan Pemerintah' Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewemmgan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerali Otonom (Lembaran
Negai'a Taliun 2000 - Nomor 54, Tambalian Lembaran Negara Nornor
3952);
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9. Keputusan Presiden Nomor 44 Taliun 1999 tentang Teknis Penyusuan
Perahiran Pernridang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-ui.dang,
Rancangan Peraiuran Pemerintali dan - Rancangan Keputusan Parsiden
(LembaranNegaraTahun 1999 Nomor 70);

10. Peraturan Daerali Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Taliun 2001 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerali Kabupaten Toba
Samosir.

Dengan persetujuun

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAIUJPATEN TOBA SAMOSIR

M E M I J T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG
RETRIBUSI IZ.TN USAEA INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN
GUDANG.

B.AB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peralui’an Daerali ini yang dirnaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Toba Samosir;
b. Pemerintali Daerali adalah Pemerintali Kabupaten Toba Samosir,
c. Bupati adalah Bupati Toba Samosir,
d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerali yang selmijutnya disebut DPRD adalah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerali Kabupaten Toba Samosir;
e. Industri adalali Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan

baku, borang setengah jadi atau barang jadi inenjadi bai’ang dengari nilni
yang lebih tinggi untuk penggunaanya termnsuk kegiatan rancang banguii
dan perekayasaan industri;

f. Perda^angar, adalali kegiatan jual beli barang atau jasu yang dilakukan
secara tents menorus dengan tujuiui pengalihan hak alas banuig atau jasa
dengan disertai imbalau atau konpensasi;

g. Gudang adalali suutu tempat tidak bergerak yang dapal dibuka dan ditutup
serta tidak untuk dikunjungi oleh umum yang digunakan untuk
menyimpan barang-barang pemiagaan;

h. Penisahaan adalali setiap bentuk usalia yang menjalankan setiap jenis
usaha yang bersil'at tetap dan tenis menerus dan yang didirikan beketja
aerta borkedudukiui dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir untuk tiijuan
memperoleh keuntungan dan atau laba;

i. Cabatig Perusaliaan adalali Perusaliaan yatig merupakan unit atau bagian
dari perusaliaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang *

berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk
melaksanakan sebagian tugas dari perusaliaan induknya;

j. Perwakilan Perusaliaan adalali Perusaliaan yang bertindak mewakili
Kantor Pusal Perusaliaan untuk tnelakukan sualu kegiatati dati alan
pengurusannya ditentukan sesuai wevvenang yang diberikan;
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k. Perwakiian Perusalman yang ditunjuk adalah perusalinan yang diben
kevvenangan bertindak untuk mewakiii Kantor Pusat Perusnhnau claji

bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat;
l. Retribusi adalah Pungutan Daerali sebagai pembayanm utas jusa atau

pemberian izin L-rtentu yang khusus disedinkan dan atau diberikan oleli
Pemerintah Daerali untuk kepentingan pribadi orang atau badan;

in. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerali dalani
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud
untuk pembinann, pengaturan, pengendalian, pengawasan atas kegiatan
kemanfaatan sumber daya alam, barang, prasarana, saruna atau fasilitas
tertentu guna nielindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan;

n. Surat Ketetapan Retribusi Daerali yang disingkat dengan SKRD, adalali
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlali retribusi yang
terhutang;

o. Surat Pemberitakuan Retribusi Daerali yang disingkat dengan SPRD
adalah surat yang digunakan vvajib retribusi untuk melaporkan perhitungan
dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan retribusi;

p. Surat Tagihun Retribusi Daerali yang disingkat dengan STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi benipa
bunga tilau denria;

qr Surat Ketetapan Pvetribusi Daerali Lebih Qayar yang disingkat dengan
SKRDLB adalali surat keputusan yang menentukan jumlali kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlali kredil retribusi lebih besur dunpiida
retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang;

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerali Kurang Bayar yang disingkat dengan
SKRDKB adalali surat keputusan yang memutuskan besamya retribusi
daerali yang terhutang;

s. Sural Keterangan Retribusi Daeraii Kurang Bayar Tambahan yang
disingkat dengan SKRDKBT adalah sural keputusan yang menentukan
tambahan atas jumlali retribusi duerah yang ditetapkan.

BAR II

P E R I Z I N A N

Pasal 2/
(1) Setiap Perusaiiaan yang melakukan kegiatan U3aha industri, usalia

perdagangan dan usalia gudang wajib rnemiliki Izin Usalia;
(2) Seiiap usalia industri lcccil diberikan Tnnda Daftar Industri (TDlj yano

diberlakukan saina dengan Izin Usalia Industri (IUI);
(3) Setiap Perusaiiaan yang rnemiliki Surtd Izin Usaha Industri (SIUI), Sural

Izm Usalia Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usaha Gudang (SIUG ),
wajib rnemiliki Tanda Diiflar UBaha yang diberikan untuk jangka waktu
tertentu.

Pasal 3i

(1) Usaha Industri terdiri dari :
a Usaha Industri Golongan Kecil, yaitu Perusahaan yang melaJcukan *

kegiatan usalia industri dengan modal dan kekaynnn bersih ( netto)
seluruhnya Rp. .5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan
Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiali) tidak termasuk tanah dim
bangunan lempat usaha;
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Perwokilan Perusahaan yang ditunjuk tidalah perusahaan yang diberi
kewenangnn bertindak urituk mewakili Kantor Pusai Perusahaan ckm
bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat;
Relribusi adalali Pungutan Daerali sebagai pembayaran alas jasa atau
pemberian izin lertentu yang khusus disediakan clan atau diberiksui oleh
Peinerintah Daerali untuk kepeutingan pribadi orang alau badan;
Perizinan Tertentu adalali kegiatan lenentu Pemeriiitah Daerali dalaiu
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimuksud
untuk petnbinann, pengaturnn, pengendalian, pengawasan alas kegiatan
kemunfaalaii cumber dnya alrnn, borang, prosaranu, HUTana alau larilitas
lertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga keleeiarian
lingkungan;
Surat Keletupan Relribusi Daerali yang disingkat derigan SKRD, adalali
surat kepuiusan yang menentukan besarnya jumlah relribusi yiuig
teiinitang;
Sural Pemberitahuan Relribusi Daerali yang disingkat dengan SPlll)
adalali surat yang digunakan vvajib relribusi untuk melaporkan perhiluagan
dan pembayanui relribusi yang terhutang menurut peraturan relribusi;
Surat Tngihan Relribusi Daerali yang disingkat dengan STRD adalali sural
untuk melakuknn tagihan relribusi dan atau sanksi administrasi benipa
bunga atau clench;
Surat Ketetapan Relribusi Daerali Lebih Dayar yang disingkat dmgan
SKRDLB adalali surat keputusan yang menentukan jumlali kelebiliaupeinbayarau relribusi karena jumlali kredit relribusi lebih besar danpadu
relribusi yang terhutang dan lidak seharusnya terhutang;
Surat Ketetapan Relribusi Daerali Kurang Bayar yang disingkat denganSKRDK.B adalali sural keputusan yang rnemutuskan besaniya retributi
daerali yang terhutang;
Surat Keterangim Relribusi Daerali Kurang Bayar Tam ballan yangdisingkat dengan SKRDKBT adalali surat keputusan vang menentukantambahan alas jumlali relribusi daerali yang ditetapkan.

k.

m.

a.

o.

P-

q-

r.

s.

B AB II

P E 'l l I Z I N A N

Pasal 2

(1) Setiap Perusahaan yang melakukan - kegiatan usaha industri, usaha- perdagangan dan usaha gudang wajib memiliki Izin Usaha;(2) Seliap usaha industri kecil diberiksui Tanda DaJlar Industri (TD1)diberlakukan sania derigan Izin Usaha Industri (IUI);(3) Setiap Perusahaan yang memiliki Surat Izin Usalia Industri (SIUI), SuratIzin Usuha Perdagangan (SIUP) dan Surat Izin Usalia Gudang (SJUG),wajib memiliki Tanda Dafiar Usaita yang diberikan untuk jangka wakluteitentu.

yang

Pax a] 3

( 1 ) Usalia Industri terdiri clan :
a Usaha Industri Golongan Kecil, yaitu Perusahaan yang melakukankegiatan usaha industri dengan modal dan kekaynan bersih (netto)selunihiiya lip. 5.000.000,- ( lima juta mpiali) sampai denganRp.200.000.000,- (dua rams juta rupiah) tidak termasuk tanah danbangunan turn pat usaha;
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b. Usaha Industri Golongan Menengali, yaitu Perusahaan yang
melakukan kegiatan usaha industri dengan modal dan kekayaan
bersih (nelto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutu
rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah )
tidak termasuk tanah dan bungunan tempat usalia;

c. Usalia Industri Golongan Besar, yaitu Penisaliaan yang melakukan
kegiatan usalia industri dengan modal dan kekayaan bersih (nelto;
seluAilinva cii atas Rp: 500.000.000,- (lima ratus juta rupinh) tidal;
termasuk tanali dan bangiman tempat usalia.

(2) Usaha Perdagangan terdiri dan ;
a Usaha iVrdagangan Golongan Kecil, yaitu Perusaharui yang

melakukan kegiatan usalia perdagangan dengan modal dan kekayaan
bersih (nelto) seluruhnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupinli) sampai
dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk
tanali dan bangunan tempat usalia;

b. Usaha Perdagangan Golongan Menengali, yaitu Perusaliaan yang
melakukan kegiatan usalia Perdagangan dengan modal dan kekayaan
bersih (nelto) seluruhnya di alas Rp.200.000.000,- (dua ratus jula
rupiali) sarnpai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupinh )
tidak termasuk tanali dan bungunan tempat usalia;

c , Usaha Perdagangan Golongan Besar, yaitu Pemsahaan yang
melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan
bersih (nelto) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiali) tidak termasuk tanah dan bangiman tempat usalia

(3) Usalia Pergudangan terdiri dari :
a. Usalia Pergudangan Golongan Kecil, yaitu Penisaliaan

melakukan kegiatan usaha pergudangan dengan luas lantai sampai
dengan 200 M ,

b. Usaha Pergudangan Golongan Menengali, yaitu Perusahaan yiuigmelakukan kegiatan usaha pergudangan dengan luas lantai 200 Nrsampai dengan 500 M2 ;
c. Usalia Pergudangan Golongan Besar, yaitu Perusahaan yang

melakukan kegiatan usaha pergudangan dengan luas lantai di alas500 M2 .

yang

BAB in

TATA CARA PERM ENTAAN IZIN

I Basal 4

(1) Untuk memperoleh izin usalia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2Peraluran Daeraii ini, pernohon mengajukan permohonan secara tertuliskepadaBupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :a. Usalia Industri dan Usalia Perdagangan :
1). Foto copy Pendirian Akte Perusaliaan sesuai pembentukannya2). Foto copy KTP Pemilik/Direksi/Ketua/Penanggung Jawtib;
3). Foto copy NPWP;
4). Foto copy Izin Gangguan/HO;
5). NeracaAwal Penisaliaan;
6). Pas photo Pemilik, ulairan 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar.

b. Usaha Gudang ;
1) Foto copy SIUP dan atau Surat Izin lainnya;
2) Foto copy NPWP;
3) Foto copy KTP Peinilik/Direksi/Ketua/Penanggung Jawab;
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4 ) Skets Gambnr ;
5) Surat IMB;
6) Folo copy Tanda Kepeir.ilikaii Gudang (Milik Setuliri/Sewa);
7) Folo copy Izin Gangguan ( HO );
8) Pas photo Pemilik, ukurnn 3 x 4 c-in sebanyak 4 (empar) lembar.

(2) Izin Usaha diterbitkau selelali jumlah relribuei yang diletapkan uiituk in.
lunas.

BAB IV

MAS A BERLAKU IZIN

Pasal 5

(1) Izin usaha berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan masili
beroperasi;

(2) Selaina perusahaan beroperasi, wajib inelakukan pendaflaran ulanc setiap
tali un.

BAB V

PENCABUTAN IZIN

Pasal 6

(1 ) Izin usaha almi Tanda Daftar Usaha dapat dic-abut apabila :
a. Pemegaug izin usaha atau tanda daftar usaha dengan cengaja

memalsukmt data atau dokurnen yang dilampirkan waktu mengajultan
pemtohom.n izin usalta atau tanda daftar usaha;

b. Pernegang izin usaha atau tanda daftar usaha tidalc melaksanakan
ketentuan yang tercanturn dalam izin usaha atau tanda tanda dalUr
usaha;

c. Pernegang izin usaha atau tanda daftar usalta melaksanakan pentbahan
lokasi dan perubahan usalia tattpa persetujuan pernberian izin usuita
atau tanda daftar usalta;

d. Pernegung izin usaha atau tanda daftar usalta melakukan tindakan yang
langsung dapat meniinbulkan ganguan ketertiban untuiri dan melangg; t
peraturan penindung-undaugan yar.g berlaku;

e. Pernegang izin usaha atau - tanda daftar usalta tidak ntentberikan laporaa
atau memberikan laporttn palsu tentang kegiatan dan perkembangnu
usahanya;

f. Pernegang izin usaha atau tanda daftar usaha atas kentauannya sendit i
menyeruhksut kembali izin usahu atau tanda daftai- usalia kepnda
peinberi izin usalta atau tanda daftar usalta.

(2) Pencabutan izir. usaha atau tanda dtiftar usalia sebagairnana yang ditnaksu.1
padaayat (1) pasal ini dilakukan setelali kepada pernegang izin usalta man
tanda daftar usalta diberikan peringatan sccara teilulis sebanyak tiga ka: i
berturut-turul dengan selartg waktu l(satu) bulnn setiap peringatan tidak
diindalikan oleii petnegangang izin usaha atau tanda daftar usalta.
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BAB VI

NAMA , STJBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

P a s a l 7

Dengan nama lziu Ub-aliu Indusb'i, Perdagangtui dan Gudiuig dipungm
retribusi atas per iberian izin asaila tersebut.

Pasal 8

(1) Subjek retribusi adalali setiap orang pribadi $itau badan hukum yaip;

memerlukan pelayanan untuk nieridapatkan izin usaha;
(2) Wajib retribusi adalali orang pribadi alau badan hukuin yang berkewajiban

membayar retribusi izin usaha;
(3) Objek reiribusi adalah pelayanan yang diberikan atas peniberian izin

usaha.

Pasal 9

Retribusi Izin Usalia Industri, Perdagangan dan Gudang digolongkan sel -agai
Retribusi Perizinari Teilentu.

BAB VII

C A R A M E N G U K I J R T I N G K A T P E N G G U N A A N J A S A

Pasal 10

Tingkal; penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan usalia industri
perdagangan dan gudang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peratunu
Daerah ini. °

Pasal 11

Prinsip dan sasaran penetapan Retribusi dimaksud untuk biaya perneriksai.ii
pengawasaa, peagenda!i an, pembinaan dan biaya adrninistrasi.

BAP. VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIE RETREBUSI

Pasal 12

(1) Retribusi Izin Usaha Industri :
a. Izin Usalia Industri Golongan Kecil sebesar Rp.50.000,- (lima pulul.

ribu nipiall),
b. Izin Usaha Industri Golongan Menengali sebesar Rp.10C.00d.

(sertitue ribu rupiah);
c. Iziri Usalia Industri Golongan Besar sebesar Rp.200.000.- (dua ratnr .

ribu nipiali).

(2) Retribusi Izin Usalia Perdagangan :
a. Izin Usalia Perdagangan Golongan Kecil sebesar Rp.50.000,- (1irus

puluh ribu rupiah );
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b. lain Usaha Perdagangan Golongan Menengah sebesur Rp. U 'O.OOl . *

(sernius ribu rupiah );
c. Izin Usaha Perdagangan Golongan Besar sebesar Rp. 200.00u,- (dun

ralus ribu rupiah).

(3) Retnbusi Izin Usalia Gudang :
a. Inin Usalia Gudang Golongan Ivecil dengan lu-as di bawih ai:.u

siunpai dengan 200 M2 Rp.50.000,- (lima pululi ribu rupiidi);
b. Izin Usaha Gudang Golongan Menegah dengan luas di alas 200 Ni

fi/d 500 tvi2 Up.100.000,- (serotufi. ribu rupiah);
c. Izin Usaha Gudang Golongan Besar dengan luas di alas ‘ 00 M "

sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiali)

!

BAH IX

MAS A RETRIBTJSI

Pasal 13

(1) Masaberiakunyaretribusi selarna 1 ( satu ) taliun;
(2) Pendaftarnn ulang izin usaha dipungut biaya 50 % dari Tarif Izin Usui a

yang diberikan;
(3) Setiap pemegang izin usalia wajib menyainpaikan lapdran kegiaian prr

triwulan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

Relribusi dipungut dengan menggunakan S.KRD alau dokumen lain ynn
dipersamakan.

Pasal 15

Pemungutan retribusi tidak dapai dialihkan kepada Pihak Ketiga aiuu
diborongkan.

Pasal 16

Apabila berdasarkan basil pemeriksaan ditemukan data barn dfin data ;
setnula belum terungkap yang menyebabkan penarnbahan jurnlali rortibu: i
yang terhutang makn dikeluaiican SKRD tanibalian.

yun J

BAB XT

T A T A C A R A P K M B A Y A R A N RimUlUISl
.*

Pasal 17

(1) Pembayaran Retribusi dilakukan di ICas Daerali atau di teinpnt lain
yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan inengg;inaka :i
SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD Tambahan;
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(2) DaJain lull pembayaran dilakukun di tempat lain yang dilimjuk inaka h;u il
pemeriksaan Retribusi harus diactor ke Kaa Dacrali selambiit -
lanibatuya 1 r. 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengi.u
Keputusan Bupati.

Pasal 18

(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan seeara tunai/lunas;
(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapaf memberikan Izin kepaila Wajib

Retribusi untuk mengangsnr Retribusi yang terhutang dalam kurun waktu
tertentu dengan alasan yang dapal dipeilanggungjawabkan;

(3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini.
ditetapkan dangun Keputusan Bupati.

Pasal 19

(1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 aval (1 )

Peraluran Daerah ini diberikan tandabukti pembayaran;
(2) Setiap pembayiu an dicnlat dalam Buku Penerimaan;
(3) Bentuk, isi, kwalitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dai. buk i

penerimaan Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

EAR XII

TATA CARA PENAGIBAN RETRIBUSI

Pasal 20
/i

(1) Pengcluaran aural teguran/peringatan/surat lain yang 9ejenis sebagtii awa!
tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setehih
7 (titjuh) hari sejak jatuh tempo pembayai'an;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggul Sura
teguran/peringatan/Surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunas
Retribusinya yanc terhutang;

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarknn old .
Pejabat yang ditunjuk.

' M

. iiMPasal 21

Bentuk-bentulc formulir yang dipergunakun untuk pelaksanaan penngih:uj

Retribusi Daerali ditetapkan dengan Keputusan Bupati. m
iBAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Dalam hal Wajib Retribusi tidak inembayar tepat waktu atau kurang
mernbayar, dikenakan sanksi administrasi berupfl bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari besamya Retribusi yang terhutang yang tidnk atau
kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

133



Pa sal 23

Masa Retribusi adalah jangka walctu yang lamanya clitetapkan oleh liupai
sebagai dasar untuk menetapkan besnmva Retribusi yang terhulang.

Pasal 24

Retribusi terhulang, pada saat diterbitkonnya SKRD atati dokiunen lain yam
dipersamakan.

BAB XIV

TATA CARA FENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 25

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pennohonan keberatan alas SKRD dm
STRD;

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harm
disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabai yang ditunjul .
dalnrn jangka walctu paling larna 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dm
STRD;

(3) Pengajuan keberatan tidak rnenunda pembayaran;
(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pas:a

ini harus dijawab ol?h Bupati atau Pejabat yang ditunjuk daiam jangle:
waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal sural permohon-.u -
keberatan diterima.

< BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBAS AN RETRIBUSI

Pasal 26

(1) Bupai dapat melakukan pengurangan, keringanan dan penilu bus:a
retribusi;

(2 ) Tata earn pemberian pengurangan, keringanan dan pernbebasan re-iribns
sebagaimana pada ayat ( l ) pasal ini , ditetapkan oleh Bupaii.

BAB XVI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGTJRANGAN KETETAPAN,
PENG HA PUS AN ATAU PENGURANGAN SANKSI

ADMINISTRASID AN PE MBATALAN

Pasal 27

(1) Wajib retribusi dapat rnongajuknn permohonan pornbetulan SKRD dm
STRD yang dalmn penerbitannya terdapat kesalalian tulis, kesnlnh-.u .
hitung dan atau kekeliman daiam penerapan peraturan pmindnng-
undangan Retribusi Daerah;

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atm .
penghnpusan sesuai adininistrasi berupa bunga dan kenaikan reiribus
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yang terliulang dnlajn sanksi lerselnit dikrjvnakan karena kehihip:ui wajib
retribusi atau bukan kareria kesalahannya;

(3) Wajib Reu ibusi dapai mengajukau pennohonan peuguraiigan uiuu
pembatalan retribusi yang ridak bettor;

(4) Pennohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayal (1) pasal ini
pengurangan keletapan, penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi sebagaimana aval (2) pasal ini, dan pembatalan sebagaiinanu
dimaksud ayat (3) pasal ini, hams disampaikan secara tertulis oleh wajib
retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 u (liga
puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD atau STRD dengan memberikan
alasan yang jelus don meyakinkan untuk mendukung permohonannya;

(5) Keputusan atas pennohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal
ini, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3
(tiga) bulau sejak surai permohonan diteriina;

(6) Apabila selelaib lewai 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5 )

pasal ini, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikaji kepulusiut.
maka pennohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau
pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVII

TATA CARA PENYEL15SAIAN KEBERATAN

Pasal 28

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pennohonan keberatan atas SKRD dan
STRD;

(2) Pennohonan keberatan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) pasal ini .

harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRD dan STRD;

(3) Pengajuan keberatan tidak meriunda pembayaran;
(4) Permohona keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) dan ayat (2 ;

pasal ini, harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalsim
jangkawaktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal sural permolunan
keberatan dilerimiL

11All XV1IL

TATA CARA PERHETUNC-ANPENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETIUBUSI

Pasal 29

(1) Wajib Retribusi imrus mengajukan perinohonaft secara tertulis kepada
Bupati atau periiitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribm. i;

(2) Atas dasar permchonan sebagaimana dimaksud patla ayat (1) pasal ini ,
atau keiebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan
terlebih dahulu dengan uang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa
bunga oleh Bupati,

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, yang
berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan
pembayanm retribusi seianjutnya.
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Pasal 30

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang musih tersisu sotehth
dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 lVratur.m
Daerah ini, diterbilkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan se- j;J:
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran relribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud p-.ida ayat ( 1 )

pasal ini, dikembalikan pada wajib relribusi paling lambat 2 (dua ) bulnu
sejak diterbilkan SKRDLB;

(3) Pengambilan kelebihan pembaywan retribusi dilakukan - setelul . lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbilkan SKRDLB, Bupati niemberikiiii
imbalan bunga 2% (dua persen) sobulan alas Ice toria:nbutan peinbayarnu
kelebihan relribusi.

Pasal 31

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan Daer.Ji
ini, dilaksanakan dengan penerbitan Surat Perintah Kelebihan Relribusi;

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pa>- al hi ,

diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti
pembayaran.

BAR XIX

TATA CARA PEMERIKSAAN
t-

Pasal 32

(1) Pemeriksaan lapangnn, dilalcukan dengan cara :
a Memeriksa tanda pelunasan relribusi dan keterangan sebagai bukii

pelunasan kewajiban Retribusi Daerah;
b. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung laimiva

termasuk keluaran dari media komputer dan perangkal elektrou. k
pengolah data lainnya;

c. Meminjam buku-buku, Catalan dan dokumen pendukung lainnya
termasuk keluaran media komputer dan perangkat elelctronik pengoh h
data lainnya;

d. Meminta keterangan lisan clan atau teilulis dari wajib retribusi y;u g
diperiksa;

e. Memaauki tenipat atau ruangan yaiig didugu merupakan temp u
menyimpan dokumen uang, barang, yang dapat memberi petunjuU
tentang keadaan usaha wajib retribusi dan atau tempat-tempat tamnyi
yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat- te trip:u
tersebut;

f Melakukan penyegelan teinpat atau ruangan tersebut pada huruf e
apabila wajib retribusi atau Wakil atau Kuasanya tidak mernberikim
kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dimaksud, atau
tidak ada tempat pada saat pemeriksaan;

g. Meminta keterangan dan alau Tanda Bukti yang diperlukan dari pihtk
ketiga yang mempunyai . hubungan dengan Wajib Retribusi yarie
diperiksa

t

(2) Pemeriksaan Kantor, dilalcukan dengan cara :
a Memberitahukan agar Wajib Relribusi membawa tanda peiuna.* s:ii

retribusi bi'k.i-buku, catatan dan dokumen pendukung lainuyi
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terrnasuk keluanui dari inesin koinputer clan per.mgkat elel lroi.il.
pengoluh data laiimyn;

b. Me mi njam buku-bukn, Catalan dim dokumen pendukimg l -. iiunya
terrnasuk keluuran dari media koinputer dun penmgkai olei .tronil:
pengolali data lairmya dengan rnemberikan landa lerima;

c. Memeriksa buku-buku, Catalan dan dokumen peudukung biinny.i

lermasuk keluai'an dari media koinputer dan perangkat elel lroi.il .
pengolali data lainrtya;

d. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wnjib reiribus. yam -,
diperiksa;

e. Meminta keterangan ckm atau Tiuidu Bukti yiutg diperlukan dari pilr. il
keliga yang rnempunyui lmbungan dengan Wajib Retribusi yam-
diperiksa.

(3) Tala Cara Penyegelan sebagaimnna dimaksud pada ayat (1 ) liuruf J pas-.t
ini, diletapkan oleh Bupati.

Pasal 33

(1) Apabila pada -rant dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Retribu; i atm
VVakil atau Kuasanya tidak ada di tempat, pemeriksaan letup dilnksimakm
sepanjang ada pilmk yang inempunyvu kewenangan untuk benindul
incvvaJci1 i Wajib Retribusi sesuai batas kewenangannya, dan selmi; ulny:
pemeriksaan ditunda untuk diliuijutkan padakesempataii berikutnya;

(2) Untulc kej'crluan pengamanan pemeriksaan, sebelum pemoi'.kr.am
lapangan ditunda, pemerikan dnpat nielftKukan penyegelan tempa - atm
ruangan yang diperlukan;

(3) Apabila saar pemeriksaan lapangan diliuijutkan setelali dilakukm.
penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Wnjib Retribu.a
atau Wakil atau Kimannyu rirliUc ji.iga adit dilempat, pemenkfiim.
dilaksamikan dengan terlebib dalmlu meminta pegawui wajib retribu n
yang bersangkutan untuk mewakili wajib retribusi guria membiumi
kelancaran pemeriksaan;

(4) Apabila \Y;ij;b Retribusi atau Wakil atau Kuaannya bunk memb.- rikm.
izin untuk nieinasuki HIUllgai1 Suli! ICllipat yang dianggup pcrlu dmi tidak
snemberi. biuituan guna kelancaran pemeriksaan serta minberikan yam
diperlukan, Wajib Retribusi atau Wakil atau KuasanVU harm
inenaiidalany.iuii Stu nt P«no!akm> PpmeplKsaanj

(3) Apabila Pegawai Wnjib Retribusi yang diminta mewalcili Wajib retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, menolak untuk mem bantu
kelancaran pemeriksaan. yang bersangkutan hanis menamlKtfingani siu-. u
pemyatium penolakan niembtuitu Kelancaran. pemeriksaan;

(6) Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani Surat sebagaimana
dimaksud pads ayat (4) atau ayat (5) pasal ini, Pemeriksa membuat Benin
Acara Penolakan Pemeriksaan yang ditandatangani oleb PettiSi’iksa;

(7) Surat Pernyalaail feiwUU.an Pmneri.kRaan, S'dRlt Pemyataan Peuolakun
meinbantu kelancaran Pemeriksaan dan Berita Acara Penolakan
Pemeriksaan sebagaimana maksud pada ayat (4) atau ayat (5), daii ^yn.i
(6) pass! iiii , dapat dijadikan dasar untuk penetpptui wwsiirnya retribusi
terhutang secara jub&ian atiui uilakukiin penyelidikan.

Pasal 34

(1) Pemeriksa mentbutU taponu! pcmefllaaSK Untuk digimakan dasar
penerbilan SKRDKB, Siu-at Keletapan Retribusi Daer.ili Khusus llaynr
Tambahan atau STRD atau tujuan lain untuk pelaksanaan liCt'entuan- perundang'Un&lfigllD Retribusi Dtierp.li:
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(2) Apabila perhitungan besnmya relribusi yang terhutaug da I inn SK.RDKB.
SKRDKBT dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayal (1) pasal ini.
berbeda dengan SPRD perbedaan besaniya retribusi diberitahukan kepada
Wajib Relribusi yang bersangkulan.

Pasal 35

(1) Pemberian tanggapan alas basil pemeriksaan dan peinbaliasan akh.r
pemeriksaan lengkap diselesoiknn dalam walctu paling laina 21 (dua pn1 u 11
sain) hai'i setelah pemeriksaan selesai dilakukan;

(2) Pemberian tanggapan alas iiasil pemeriksaan lapangan dilakukan, dal tun
vvaktu paling lama 7 (lujuh) hai'i setelah pemeriksaan lapangan s> *lesni
dilakukan;

(3) Iiasil pemeriksaan kanlor disampaikan kepada wajib relribusi segera
setelah pemeriksaan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan
wajib relribusi ;

(4) Apabila wajib relribusi tidak memberikan tanggapan sebagai .ir.ma
dimaksud pada aynt (2) pasal ini, atau tidak menghadiri pembaha.san akhir
pemeriksaan, Surat Ketetapan Relribusi Daerali dan atau Sural TamilianRelribusi Daerali diterbitkau secara jabatan, berdasai'kan basil
pemeriksaim yar.g disampaikan kepada wajib relribusi;

(5) Pemberitaiman iiasil pemeriksaan kepada wajib relribusi sebugniinanu
dimaksud piula ayal (3) pasal ini, tidak dilakukan apabila pemeriksaan
dilanjutkan dengan penyelidikan.

Pamil 36

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya linclaJ.
pidana Relribusi Daerali pemeriksaan tetap dilanjutkan dim Pemeriksii
membuat Laponui Pemeriksaan.

BAB XX

Kl?TENTHAN PIDANA

Pasal 37

(1) Wajib ivlribuui yang tidak mrkilinnnnl'un ki;wiijibannya »irliingi/,n
rnerugikan Keuaagari Daerali dianenni pidana knnnignn paling lama .1
(tiga) bulan dan tdau denda setinggi-tingginyn Up. 5.000.000,- (lima jnia
rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dirnakaml pada. ayal ( I ) pasal ini , adalahpelanggaran.

BAB XXI

P E N Y I D I K A N
c

Pasal 38

(1) Pejnbnl Pegawai Negeri Sipil tertenlu di lingkiingan Penierintah Daeralicliberi wewenang kluis’us sebagai penyidik unluk meUikukan peuyidiktindak pidana di bidswig relribusi chu-rnli sebagaimana dimaksud dtiln,nUndang-undang Nomor 8 Taliun 1981 lenlang 1-Iukum Acara Pidana;
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(2) Wewenang penyidik sebugaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini
adaJah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daernh
agnr keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas:

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai oranc
pribadi atau badan lentang lcebenaran perbuatan yang dilalcukan
sehubungnn dengan tindak pidana retribusi;

c. Meminta keterangan dan balian bukti dari orang pribadi alau badan
sehubungati dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. Memeriksa buku-buku, catatun-catatan dan dokumen-dokumeu lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokutnen-dokumen Isiin , serta mela.cukmi

penyitaan terhadap barang bukti lersebut;
f. Meminta bantuan lenaga nidi dalam rajigka pelaksanatui tugns

penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
g. Meuyuruh berhenti dan atau melarang seseorang rneningg.alkan

ruangan ntau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsuug dan
memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebaga.- mana
yang dimaksud dalam huruf e;

h. Ivleinotret seseorang yang berkailan dengan . tindak pidana dibidang
retribusi ;

i . Memanggi! orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa Si bngai
tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;
k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana dibidang retribusi menurul hukum yang dap;U

dipertanggungjawabkan.

w r*

f

(3) Penyidik rebagaimana dimnksud paxta ayat (1) pasal ini , memberilaJiuksui
dimulainya penyidikan dan inenynmpaikan penyidikannya kjpaxia
penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketenluan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 8 Taliun 1981 tentangHukum AcaraPidana yang berlaku.

PAD XXII

KETENT'(JAN PE11ALIHAN

Pasal 39

Semua orang pribadi/badan hukum yang telali mendapat Retribusi Izin Usaha

Industri, Perdagangan dan Gudang di Kabupaten Toba Samosir sebelum
berlakunya Pernturnn Daerah ini, selambat-lnrnbatnya 3 (tiga) bulsui terliilunc
tnulai berlakunya Pernturan Daerah ini Wajib disesuaikan dengan Pernturnn
Daerah ini
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IIAI! XXIII’ $
KKTKNTIJAN T * K NUTIJI’

, I’ajjil '10

Pcngnn bcrinkimyn I’cniltirnn Dnornli ini, inakn ncgalit UiMontunn vnnp
bcrtonb'iigini Mongnii Per nln'i nn Dnmnli ini Miiiyiilnknii liorlnkit Ingi;
ll'.il - lr.il vii'ig liolum ciiknp Minim- Mnlnni IVralm'im Dnernh ini, nlctn Minim
Icbili Innjnt Mengiui Kcpnlmmn liiipnli.

( I )
*

( ? )i

I’asal -II
Pcrnlunm Dnernh ini miMni berliiiurpntln Innggnl Miunclnngknn.

Ajgnr uelinp ormtg mc’ngebuuiinyn, memerinlnbkan peiiguiulnugnn
i’crnlmnii Dncnib ini (icngunj pencmpnlannya ibilani Lembnnin DaeraJi
Kabupalon Tobn Samonir.

Ditelapkan Mi Bhliye
I’mliv Innggnl .5 I'ehmari 200 '.'.
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